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PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2018/PA Mks

r~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :
St. Saadah Haris binti Abd. Haris Dg. Liwang, umur 65 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan  Pensiunan PNS Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, bertempat
tinggal di Jalan RS Islam Faisal Xll, No. 46,RT. 02, RW. 07,
Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota

Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

27 Maret 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di
Kepaniteraan = Pengadilan Agama  Makassar dengan  Nomor
149/Pdt.P/2018/PA Mks, tanggal 09 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari anak yang bernama Safira Nur

Sahra binti Sultan, S.Sos dan Nurul Insani binti Sultan, S.Sos
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Ayah anak yang bernama

Safira Nur Sahra binti Sultan, S.Sos dan Nurul Insani binti Sultan,

S.Sos
3. Bahwa kedua orang tua anak yang bernama Safira Nur Sahra binti

Sultan, S.Sos dan Nurul Insani binti Sultan, S.Sos, yang masing-
masing bernama, Sultan, S. Sos bin H. Djamaluddin dan Rini Yupatri
binti Nurdin Dg. Naba
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4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013, Sultan, S.Sos

bin H. Djamaluddin telah meninggal dunia di Kota Makassar.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Rini Yupatri binti

Nurdin Dg. Naba telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Islam

Faisal, Kota Makassar.
6. Bahwa sejak kedua orang tua anak yang bernama Safira Nur Sahra

binti Sultan, S.Sos dan Nurul Insani binti Sultan, S.Sos meninggal

dunia, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon.
7. Bahwa semasa hidupnya Sultan, S.Sos bin H. Djamaluddin bekerja

sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Narkotika

Nasional Kota Makassar.
8. Bahwa saat ini kedua anak yang masing-masing bernama Safira Nur

Sahra binti Sultan, S.Sos dan Nurul Insani binti Sultan, S.Sos, akan
melakukan tindakan hukum, namun terkendala pada umur kedua anak

tersebut (masih dibawah umur) sehingga memerlukan seorang wali.
9. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama Safira Nur Sahra

binti Sultan, S.Sos dan Nurul Insani binti Sultan, S.Sos hendak mengurus
uang pensiunan yatim (uang pensiunan untuk anak) pada PT. Taspen
(Persero) serta pengurusan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan

kepentingan kedua anak tersebut.
10. Bahwa Pemohon meminta agar ditetapkan menjadi wali atas kedua

anak yang masing-masing bernama Safira Nur Sahra binti Sultan, S.Sos dan
Nurul Insani binti Sultan, S.Sos agar dapat mewakili kepentingan kedua
anak tersebut.
Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (St. SaadahHarisbintiAbd. Haris Dg. Liwang),

sebagai wali dari kedua anak yang masing-masing bernama:

a. Safira Nur Sahra binti Sultan, S.Sos, tanggal lahir 27 Desember
2003
b. Nurul Insani binti Sultan, S.Sos, tanggal lahir 09 Desember
2005.

3. Membebankan biaya  perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan
perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir

menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

e Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371011201170006 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota
Makassar, tanggal 12-01-2017 telah dicocokkan dengan aslinya, dan

telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.828.0076.190 tanggal
24 Juli 2006 an: Alilah Islamay Fachruddin, yang telah dicocokkan
dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup selanjutnya Bukti P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta cerai  Nomor : 202/AC/2011/PA. Mks
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah
dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup

selanjutnya Bukti P.3

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor
986/230/SKK/RSUD/VI11/2016 tanggal 4  Juli 2016
Alilah Islamay Fachruddin, telah dicocokkan dengan aslinya, dan
telah diberi meterai cukup selanjutnya Bukti P.4

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Aida Ali binti Ali Mannan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan KS. Tubun Nomor 23,
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RT.002, RW.001, Kelurahan Buyang, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar.

L Bahwa saksi mengenal Pemohon St Saadah Haris, karena

Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhum Sultan S.Sos,
---Bahwa dari perkawinan Almarhum Sultan S. Sos dengan istrinya

Rini telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama Safira Nur Sahra

dan Nurul Insani
oo Bahwa sejak bapak kandung kedua anak tersebut meninggal

dunia pada tahun 2013, maka kedua anak tersebut berada dalam

pemeliharaan Pemohon sebagai neneknya.
e----Bahwa istri Almarhum Sultan S.Sos yang bernama Rini Yupatri

binti Nurdin juga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret

2018 dan sebelumnya sudah bercerai.
®-rmmmn Bahwa Almarhum Sultan semasa hidupnya adalah PNS pada

Badan Narkotika Nasional.
e- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Perwalian yaitu mengurus

hak gaji pensiun atas kedua anak tersebut karena kedua orang

tuanya sudah meninggal dunia.
2.Suliani Waris binti Waris Lewa, umur 50 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta (Make Up), bertempat tinggal di jalan KS.
Tubun, Nomor 23, RT.002, RW.001, Kelurahan Buyang, Kecamatan

Mariso, Kota Makassar.
e Bahwa saksi mengenal Pemohon St Saadah Haris, karena

Pemohon adalah ibu kandung dari Alimarhum Sultan S.Sos,
-----Bahwa dari perkawinan Almarhum Sultan S. Sos dengan istrinya

Rini telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama Safira Nur Sahra

dan Nurul Insani
¢ Bahwa sejak bapak kandung kedua anak tersebut meninggal dunia

pada tahun 2013, maka kedua anak tersebut berada dalam

pemeliharaan Pemohon sebagai neneknya.
o Bahwa istri Almarhum Sultan S.Sos yang bernama Rini Yupatri

binti Nurdin juga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret
2018 dan sebelumnya sudah bercerai.
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L Bahwa Almarhum Sultan semasa hidupnya adalah PNS pada

Badan Narkotika Nasional.
e---Bahwa maksud Pemohon mengajukan Perwalian yaitu mengurus

hak gaji pensiun atas kedua anak tersebut karena kedua orang

tuanya sudah meninggal dunia.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas,
Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-
saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh
karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam

persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-
ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon vyaitu untuk
ditetapkan menjadi Wali atas kedua orang cucunya yang bernama Nurul
Insani dan Safira Nur Sahra untuk kepentingan pengurusan pensiunan
dan peninggalan Al Marhumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 (1) Kompilasi hukum

Islam yang berbunyi bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum
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mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak tersebut
telah meninggal dunia, maka wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga
anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil,
jujur dan berkelakuan baik, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa
St Saadah (nenek) adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk

memelihara kedua anak Almarhumah

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh St.
Saadah yaitu nenek atas kedua orang cucnya adalah untuk merawat dan
memelihara dan untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan
Almarhum dimana pihak Notaris membutuhkan penetapan dari
Pengadilan, untuk mewakili anaknya dalam bertindak hukum karena
masih dibawah umur, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa demi
untuk kepentingan pihak, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk
diperiksa.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara voluntair namun
untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mencari kebenaran

materiil, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.4.
yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya
sesuai dengan maksud surat tersebut, sehingga surat tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, serta bemeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2
orang saksi yaitu Aida Ali bin Ali Mannan dan Suliani Binti Waris Lewa
tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi

dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan
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di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan
lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu
Keluarga sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sehingga perkara tersebut
menjadi kompetensi Pengadilan Agama Makassar untuk menyelesaikan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P4, P5 dan P.6 yang
dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa
Sultan, S. Sos dan Rini Yupatri benar adalah suami istri yang sah yang
telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak kandung yang
bernama Safira Nur Sahra dan Nurul Insani yang belum dewasa dan ada
dalam pemeliharaan Pemohon sebagai neneknya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

L Bahwa pasangan suami istri Sultan, S. Sos dan Rini Yupatri

benar telah meninggal dunia.
- Bahwa Almarhum dan Almarhumah benar telah dikaruniai 2 orang

anak yang bernama Safira Nur Sahra dan Nurul Insani.
----Bahwa kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Pemohon

sebagai neneknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi
bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya, sehingga
Majeli Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus diperiksa lebih
lanjut.
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Menimbang, bahwa kedua orang tua Safira Nur Sahra dan Nurul
Insani tersebut telah meninggal dunia dan telah meninggalkan beberapa
harta dan untuk pengurusan atas harta tersebut Pemohon membutuhkan
Penetapan wali atas kedua orang cucunya, dan hal tersebut adalah tidak
bertentangan dengan aturan hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum
islam yang berkenaan dengan permohonan perwalian bagi Pemohon,
maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon atas
perwalian terhadap kedua cucunya yang bernama Safira Nur Sahra dan

Nurul Insani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syar'’i' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan anak yang bernama Safira Nur Sahra binti Sultan lahir....
dan Nurul Insani binti Sultan, lahir tanggal ........ berada di bawah

perwalian Pemohon.

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei
2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1439 H. oleh  Hj. Nuraeni,
S., S.H.,, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, M.H. dan Drs. H.

Muhammad Yunus masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
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tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri, oleh Pemohon |
dan Pemohon II;

Hakim anggota, Ketua majelis

Dra. Bannasari., M.H. Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Yunus

Panitera pengganti

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Administrasi . Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Redaksi :Rp. 5.000,00
5. Materai :Rp.  6.000,00

Jumlah : Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 Dari 9 Pen. No.149/Pdt.P/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



